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PARMOUT, MERCUSUAR
- Dalam waktu dekat Komisi
111 DPRD Kabupaten Parmout
akan melakukan hearing atau
rapat dengar pendapat dengan
kepala dinas perhubungan,
komunikasi dan informatika
(Dishubkominfo) Parmout.
Rapat yang diagendakan pada
Rabu (5/8/2015) tersebut ter-
kait belum adanya kejelasan

terkait persoalan piutang

retribusi menara telekomu-
nikasi sebesar Rp467.143.787
disertai denda keterlambatan
pembayaran retribusi sebesar
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Dekab Hearing Dishubkominfo

Rp30.679.885.

Hal tersebut diungkap-
kan oleh Ketua Komisi III
Hazairin Paudi kepada se-
jumlah media belum lama ini.

Dikatakan, pihaknya he-
ran dengan sikap pejabat
Dishubkominfo yang sampai
saat ini belum pernah mem-
berikan penjelasan terperinci
terkait persoalan piutang re-
tribusi menara telekomunikasi
itu.

“Hal inilah yang membuat
pertanyaan kami di DPRD,
ada apa sebenarnya karena

ini adalah merupakan temu-
an BPK bukan temuan kami
di sini,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan,
sikap yang ditunjukkan pe-
jabat Dishubkominfo terse-
but menimbulkan beberapa
pertanyaan: apakah piutang
itu sudah terbayarkan atau
belum. Kalau memang belum
tertagih dan baru akan dita-
gih realisasinya sangat lam-
ban. Padahal Perda terkait
retrubusi menara telekomu-
nikasi itu sudah ada hampir
tiga tahun terbentuk.

“Ini kan aneh kalau baru
akan ditagih atau baru akan
dicari alamatnya, pada-
hal perdanya sudah ada.
Tentunya data terkait per-
soalan menara pasti sudah
ada,” jelasnya.

Sementara Kepala
Dishubkominfo Zulfinasran
yang dikonfirmasi Senin
(3/8/2015) mengaku tidak
mengetahui persis bera-
pa jumlah perusahaan te-
lekomunikasi yang sudah
membayar retribusi kepada
Dishubkominfo.

Ia membenarkan masih
ada beberapa menara tele-
komunikasi yang belum bisa
mereka tagih karena tidak
mengetahui persis alamat
perusahaan tersebut.

Retribusi menara teleko-
munikasi- merupakan sa-
lah satu pendapatan asli
daerah (PAD) yang melekat
di Dishubkominfo. Namun
tahun ini pihaknya belum
bisa melakukan penagihan
karena ada aturan baru
persoalan retribusi menara
telekomunikasi. Tia

SILPA dari hal

tahun 2010 sampai dengan
2014 yang mencapai Rp12
miliar lebih.

“Olehnya itu kami akan
telusuri terkait hal itu siapa
sajayang pantas menerima dan
tidak sehingga dana tersebut

GUBERNUR dari hal

lelang jabatan dilaksana-
kan, pihaknya terlebih dahulu
membentuk panitia seleksi
(pansel) dan tata cara atau
mekanisme proses seleksi.
Sebab pansel lelang jaba-
tan ini nantinya terdiri atas
internal pemprov dan luar
pemerintahan. Namun, sebe-
lum semua proses tersebut
berjalan terlebih dahulu akan

tidak perlu setiap tahun masuk
dalam Silpa,” akunya.
Senada diungkapkan dua
anggota lainya yakni Hazairin
Paudi dan H Suardin.
Keduanya berencana melaku-
kan penelusuran terkait dana

dikonsultasikan ke pemerin-
tah pusat.

“Sebelum ini berjalan kita
konsultasikan dulu, kira-kira
seperti apa mekanismenya,”
jelasnya.Dia menyebutkan,
lelang jabatan ini akan untuk
mengisi jabatan yang masih
lowong dan untuk mengisi
jabatan.

“Kalau untuk mutasi tetap

sertifikasi itu, siapa‘saja yang
belum dibayarkan atau yang
sudah dibayarkan. Tentunya
pihaknya akan melihat secara
by name dan by adress. “Saya
berpikir kalau tidak bisa di-
bayarkan atau dibelanjakan

menggunakan mekanisme
yang sudah ada, kalau seleksi
atau lelang jabatan ini untuk
jabatan baru. Dan kalau su-
dah ada petunjuk pusat baru
kita laksanakan seleksi ini,”
katanya.

Pada Jumat (31/7/2015)
pekan lalu, Gubernur Sulteng
Longki Djanggola melantik
54 pejabat baru Pemprov.

kembalikan saja ke kas ne-
gara,” ujar Hazairin Paudi.
Dewan akan menanyakan
langsung kepada satuankerja
perangkat daerah (SKPD)
terkait, apakah dana-dana
tersebut ada dalam rekening

Pelantikan kali ini merupakan
hasil seleksi panitia selek-
si daerah (Panselda), yakni
enam pejabat pimpinan tinggi
pratama (eselon IT), 20 pejabat
eselon III dan 28 eselon IV.
Ke-6 pejabat tinggi pratama
tersebut adalah Staf Ahli
Gubernur bidang Ekonomi dan
Keuangan Drs Abdul Salam
Mathar MSi, Kepala Badan

khusus atau tidak, karena
kalau bertahun-tahun men-
gendap tentunya ada jasa
gironya. “Kami akan panggil
dan pertanyakan pada pem-
bahasan nanti terkait itu,”
tutupnya. ma

Kesatuan Bangsa dan Politik
Drs Ikhwan, Kepala Badan.
Pemberdayaan Perempuan
dan KB H Syahrir Ishak SE,
Kepala Dinas Pendapatan
Drs Abdul Wahab Armain
MM, Kepala Biro Administrasi
Otonomi Daerah Drs Moh
Nadir MSi dan Sekretaris
Dewan KORPRI Sulteng
Zubair SSos MSi. san




